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BUPATI TELUK BINTUNI 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TELUK BINTUNI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintni Tahun 

Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

SALINAN 
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Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

  3.  Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, KabupatenYahukimo, 

KabupatenTolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 

Kabupaten Teluk Wondama di Kabupaten Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 4245); 

  4.  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan   Lembaran   

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan   

Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 

  6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  7.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun   2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah 

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

  9.  Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 

Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

  10.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan 

Dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana 

Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka 

Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6731); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  18.  Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk 

Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 

Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni 
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Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan lembar Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100); 

  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 

2020 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 97); 

  20.  Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 

2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten 

Teluk Bintuni Nomor 102); 

  21.  Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni 

Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan lembar Daerah 

Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 108); 

  22.  Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 

2023 Nomor 12, Tambahan lembar Daerah Kabupaten 

Teluk Bintuni Nomor 122); 

  23.  Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 

2024, Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 

Tahun 2024 Nomor 1): 

  24.  Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 

Anggaran 2024 Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten 

Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 4); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI 

DAN 

BUPATI TELUK BINTUNI 

  

  MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan

  

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024. 

   

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.  

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.  

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.  

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan.  
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11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya.  

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.  

13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 

wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiba Pemerintah Daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-

undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.  

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah 

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan 

umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik 

negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak 

memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.  

15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau 

lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 

atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.  

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 

lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, 

dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 

dalam bentuk barang dan jasa.  

17. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.  

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran.  
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19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah.  

20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah.  

21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah.  

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran.  

23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.  

24. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.  

25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 

satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan daerah.  

27. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.  

28. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa program.  

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat 
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perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan.  

30. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.  

31. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk 

keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran 

tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat: 

 a.  Laporan Realisasi Anggaran. 

 b.  Neraca. 

 c.  Laporan Arus Kas. 

 d.  Laporan Operasional. 

 e.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

 f.  Laporan Perubahan Ekuitas. 

 g.  Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 

milik daerah dan/ atau perusahaan daerah. 

 

Pasal 3 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 

tahun anggaran 2024 sebagai berikut: 

a.  Pendapatan Rp3.362.989.435.142,87  

b.  Belanja Rp3.290.855.654.536,21  

c.  Transfer Rp0,00  

 Surplus/ (defisit)  Rp72.133.780.606,66 

d.  Pembiayaan   

 Penerimaan Rp53.848.754.740,76  

 Pengeluaran Rp3.170.000.000,00  

 Pembiayaan Netto Rp50.678.754.740,76 
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Pasal 4 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagai berikut: 

(1)  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 

193.806.699.104,13 

  dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.556.796.134.247,00 

 b.  Realisasi Rp3.362.989.435.142,87 

  Selisih lebih (kurang) Rp193.806.699.104,13 

(2)  Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp(401.581.259.460,79) dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Anggaran belanja setelah perubahan Rp3.692.436.913.997,00 

 b.  Realisasi Rp3.290.855.654.536,21 

  Selisih lebih (kurang) Rp(401.581.259.460,79) 

(3)  Selisih anggaran dengan realisasi Transfer bantuan keuangan sejumlah 

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Anggaran Transfer Bantuan Keuangan 

setelah Perubahan 

Rp262.241.617.800,00 

 b.  Realisasi Rp262.241.617.800,00 

  Selisih lebih (kurang) Rp0,00 

(4)  Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/ (defisit) sejumlah 

Rp(63.506.999.143,34) dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp(135.640.779.750,00) 

 b.  Realisasi (defisit) Rp72.133.780.606,66 

  Selisih lebih (kurang) Rp(63.506.999.143,34) 

(5)  Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 

88.792.025.009,24 dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp142.640.779.750,00 

 b.  Realisasi Rp53.848.754.740,76 

  Selisih lebih ( kurang) Rp88.792.025.009,24 

(6)  Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah                       

Rp3.830.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp7.000.000.000,00 

 b.  Realisasi Rp3.170.000.000,00    

  Selisih lebih (kurang) Rp3.830.000.000,00 

(7)  Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 



- 11 - 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat 
Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN 

 

Rp84.962.025.009,24 dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Anggaran pembiayaan netto setelah 

perubahan 

Rp135.640.779.750,00 

 b.  Realisasi Rp50.678.754.740,76     

  Selisih lebih (kurang) Rp84.962.025.009,24 

 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 

sebagai berikut: 

a.  Jumlah Aset Rp7.365.124.091.137,01 

b.  Jumlah Kewajiban Rp21.860.625.002,55 

c.  Jumlah Ekuitas Rp7.343.263.466.134,46 

 

Pasal 6 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 

a.  Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara 

Pengeluaran per 1 Januari 2024 

Rp60.896.255.330,76 

b.  Arus kas dari aktivitas operasi Rp1.306.259.978.038,66 

c.  Arus kas dari aktivitas investasi Rp(1.237.296.197.432,00) 

d.  Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00 

e.  Arus kas dari aktivitas transitoris Rp(6.761.981.412,00) 

f.  Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara 

Pengeluaran akhir per 31 Desember 2024 

Rp123.098.054.255,42 

 

Pasal 7 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 

a.  Pendapatan LO Rp2.756.991.899.609,87  

b.  Beban Rp2.634.665.680.617,41  

 Surplus/ (defisit) Rp122.326.218.992,46  

 

Pasal 8 

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e per 31 

Desember 2024 sebagai berikut: 

a.  Saldo Anggaran Lebih Awal Rp43.518.358.894,17 
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b.  Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan 

Rp53.848.754.740,76 

 Subtotal Rp(10.330.395.846,59) 

c.  Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Rp122.812.535.347,42 

d.  Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp122.812.535.347,42 

 

Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f untuk 

periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 

a.  Ekuitas Awal Rp7.260.023.107.627,23 

b.  Surplus/Defisit LO Rp104.086.643.426,46 

c.  Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar Lain-lain 

Rp(26.728.848.339,23) 

d.  Koreksi Ekuitas Rp(5.882.563.420,00) 

e.  Ekuitas Akhir Rp7.343.263.466.134,46 

 

Pasal 10 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Tahun 

Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 11 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 

2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri atas: 

a.  Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: 

 Lampiran I.1 

 

: Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan 

daerah dan organisasi; 

 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jenis,pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah 

organisasi,program dan kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; dan 
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 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan 

dan sub kegiatan; 

b.  Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 

c.  Lampiran III : Laporan Operasional. 

d.  Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas. 

e.  Lampiran V : Neraca. 

f.  Lampiran VI : Laporan arus kas. 

g.  Lampiran VII : Catatan atas laporan Keuangan. 

h.  Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah. 

i.  Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih. 

j.  Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 

dana bergulir. 

k.  Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah. 

l.  Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah. 

m.  Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. 

n.  Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

o.  Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. 

p.  Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan. 

q.  Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek. 

r.  Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang. 

s.  Lampiran XIX : Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai 

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya. 

t.  Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 12 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah 

ini. 
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Pasal 13 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk 

Bintuni. 

 

Ditetapkan di Bintuni 
pada tanggal 23 September 2025  
 

BUPATI TELUK BINTUNI, 
 

ttd 
 

YOHANIS MANIBUY 
 
Diundangkan di Bintuni 

pada tanggal 23 September 2025 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TELUK BINTUNI, 

 
ttd 

 

FRANS NICOLAS AWAK 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 3  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA 

BARAT (3/7/2025) 

 

 


